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ABSTRAK 

 

Bariklana, M ABD Rosyid2018.Urgensi Ratifikasi Covenant on the Right of the 

Child in Islam Tahun 2004 dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia. 

Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Rasdi, S.Pd., M.H. 

Kata kunci: Ratifikasi, Covenant on the Right of  the Child in IslamTahun 2004, 

Perlindungan Hak anak 

Anak merupakan cermin keberlangsungan suatu bangsa pada masa mendatang. 

Negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan hak anak. Indonesia merupakan 

negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Di Indonesia anak-anak Muslim belum 

diatur oleh undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. 

          Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak anak 

berdasarkan perundang-undangan di Indonesia? 2)Apa urgensi pemerintah Indonesia 

untuk meratifikasi Covenant on the Right of the Child in Islam Tahun 2004 dalam 

upaya perlindungan hak-hak anak ditinjau dari perspektif kepentingan nasional 

          Metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, di mana penelitian ini memadukan 

antara data sekunder sebagai data utama dan data primer dan tersier sebagai data 

tambahan  untuk menjawab permasalahan yang ada. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan perundang-undangan hak anak di 

Indonesia sebagai korban pemerintah masih fokus pada upaya represif bukan 

preventif. Orang tua masih belum sadar betapa pentingnya melindugi hak-hak 

anak.pelaksanaan hak anak sebagai pelaku masih terdapat permasalahan dalam 

koordinasi antar lembaga. Di Indonesia belum terdapat aturan mengenai pengungsi 

anak dan pencegahan paham radikal bagi anak sehingga dalam pelaksanaannya tidak 

terdapat paying hukum.Indonesia harus segera meratifikasi Covenant on the Right of 

the Child in Islam Tahun 2004 terutama dalam hal perlindungan anak dari paham 

radikal danperlindungan anak sebagai pengungsi. 

Simpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan perlindungan hak anak di Indonesia, baik 

anak sebagai korban maupun pelaku masih belum maksimal karena masih ada hak 

anak yang tidak/ belum dipenuhi. Uurgensi untuk meratifikasi Covenant on the Right 

of the Child in IslamTahun 2004 sebagai  instrumen hukum yang dapat melengkapi 

aturan yang ada terutama dalam upaya perlindungan anak dari paham radikal dan 

perlindungan anak yang berstatus sebagai pengungsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut 

berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa 

mendatang (Soetodjo dan Melani, 2013: 5).Pada hakikatnya anak merupakan individu 

yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang 

menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan 

penghidupan (Gultom, 2013: 2).Orang tua dan negara merupakan garda terdepan 

yang berkewajiban untuk melidungi anak dari tindakan-tindakan tersebut. 

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan 

agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi 

hak-hak lainnya, antara lain menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang 

mereka butuhkan agar supaya merekabertahan hidup, berkembang dan tumbuh 

(UNICEF, 2004: 3). 

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak 

ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai kemampuan nusa 

dan bangsa (Nashriana, 2012: 3).Hal tersebut dikarenakan perlindungan dari orang 

tua belum dapat menjamin sepenuhnya bahwa anak mendapatkan hak-haknya. Oleh 

karena itu, dalam upaya perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya melibatkan 

orang tua saja, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan 

bagi anak melalui instrumen hukum yang mengatur  secara khusus tentang anak.  
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Meskipun kerentanan pada anak-anak sebagai kelompok telah diakui jauh 

lebih awal sebelum adanya aktivitas pelanggaran hak asasi manusia internasional 

yang dihasilkan oleh Perang Dunia II, sedikit kemajuan dicapai untuk menghasilkan 

instrumen yang memiliki kekuatan mengikat, yang mencakup keseluruhan kebutuhan 

mereka.Dokumen internasional pertama yang penting yang sepenuhnya melindungi 

hak anak-anak diadopsi oleh majelis Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924.Deklarasi 

tersebut selanjutnya disebut dengan Deklarasi Hak-Hak Anak, atau yang dikenal 

sebagai Deklarasi Jenewa (Fortin, 2005: 35). 

Pengaturan secara umum dan komperhensif mengenai hak-hak anak dalam 

lingkup negara mendapatkan angin segar setelah negara-negara anggota Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan Convention on the Right of the Child(Konvensi 

tentang Hak-hak Anak) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 

November 1989. Konvensi tersebut telah banyak diratifikasi oleh negara anggota dan 

menjadi acuan dalam pembentukan perundang-undangan anak dalam lingkup 

nasional negara anggota. 

Lahirnya Konvensi PBB tentang anak, Convention on the Right of the 

Child(CRC) Tahun 1989 merupakan bukti normatif tentang visi dan paradigma baru 

perlindungan terhadap komunitas anak. Konsideransi ketentuan ini menyatakan 

bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk 

mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab 

orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan pula kerja sama 

internasional (Muhtaj, 2008: 225) 
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Dalam upaya menyamakan persepsi internasional dan kebutuhan nasional 

akan intrumen hukum tentang perlindungan anak, Indonesia juga menjadi bagian dari 

negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 39 

Tahun 1990. Namun tidak seluruh Pasaldari Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989 

dapat diterapkan di Indonesia, terbukti bahwa Indonesia melakukan reservasi 

terhadap beberapa Pasal di dalamnya karena alasan tertentu. Dalam 

perkembangannya pada tahun 1994, pemerintah Indonesia telah melakukan 

pencabutan reservasi beberapa Pasal, sehingga Pasal yang direservasi tinggal Pasal 

yang mengatur masalah hak anak untuk mengakses informasi (Pasal 17), adopsi anak 

(Pasal 21), dan perlindungan anak dalam status pengungsi (Pasal 22) (Absori, 2005: 

83). 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada 

setiap warga negaranyasalah satunya adalah dengan memberikan perlindungan 

terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia (Fahlevi: 2015). 

Indonesia sendiri telah merumuskan beberapa peraturan untuk melindungi hak-hak 

anak dalam perundang-undangan nasional. Beberapa peraturan umum tentang hak 

anak, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak,Keppres Nomor 39 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak 

Anak Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan sebagian lainnya diatur dalam 

perundang-undangan lain sesuai bidang yang lebih spesifik. 

Sebagai komitmen serius pemerintah dalam melindungi anak dari berbagai 

tindakan yang berbahaya bagi kehidupan dan penghidupannya, pemerintah telah 
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membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui Peraturan Presiden 

Nomor 61 Tahun 2016. Dibentuknya KPAI merupakan langkah progresif dari 

pemerintah dalam upaya implementasi dan penegakan hak-hak anak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Karena suatu peraturan tidak akan memiliki arti jika 

tidak diterapkan dan ditegakkan dalam kehidupan bernegara.  

Sebelum anak diatur secara khusus oleh negara, Islam telah lebih dulu 

mengaturnya sejak 14 abad yang lalu.Sebagai agama yang membawa misi rahmat 

untuk semesta alam (rahmatan lil’alamin), perhatian Islam secara khusus terhadap 

anak banyak dituangkan ke dalam 2 (dua) sumber utama hukum Islam, yaitu Al-quran 

dan Hadis. 

Dalam Islam, semua anak-anak, sebelum lahir dan setelah kelahiran, termasuk 

anak yatim piatu, dianggap sebagai "rentan" dan layak mendapat perawatan. Orang 

tua dan masyarakat secara keseluruhanmemiliki tanggung jawab sosial untuk 

memastikan mereka terpelihara, bukan hanya karena anak-anak memiliki hak 

intrinsik, tapi karena umat Islam punya kewajiban untuk beramal.Islam menganggap 

perlindungan dan perhatian terhadap hak anak sebagai kewajiban bagi semua manusia 

kepada Tuhannya (Arafat: 2013). Sebelum agama Islam muncul, dalam budaya arab 

anak perempuan yang lahir banyak dibunuh karena dianggap memalukan keluarga. 

Anak perempuan dianggap aib karena di kemudian hari jika sudah dewasa tidak bisa 

berperang.Hak hidup anak tersebut kemudian mendapat perlindungan ketika Islam 

muncul dengan larangan untuk membunuh anak. 

 Dalam sudut pandang Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif  (lemah) 

dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT 
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dengan melalui proses penciptaan (Jauhari, 2008: 46). Berdasarkan fakta, bahwa anak 

merupakan makhluk yang dhaif, maka Islam mengamanatkan orang tua sebagai 

pelindung yang berkewajiban untuk memelihara dan melindungi hak-hak anak hingga 

ia dewasa (baligh) dan mampu untuk menjaga dirinya sendiri. 

Meskipun Indonesia bukan negara Islam yang menerapkan syariat Islam 

dalam seluruh sistem ketatanegaraan, namun secara demografis mayoritas penduduk 

Indonesia beragama Islam, bahkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah 

penduduk Muslim terbesar di dunia. Predikat ini seharusnya menjadikan Indonesia 

sebagai contoh dari negara-negara Islam dalam pengaturan perundang-undangan 

sesuai dengan syari’at Islam, terutama dalam bidang perlindungan anak. 

Dalam mewujudkan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak 

anak sesuai dengan syari’at Islam  salah satunya adalah dengan meratifikasi Covenant 

on the Right of the Child in Islam Tahun 2004. Di mana kovenan tersebut merupakan 

hasil dari pertemuan negara-negara Islam sebagai kelanjutan dari Konvensi Hak Anak 

PBB.Kovenan tersebut menitikberatkan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan 

syari’at Islam.Ratifikasi kovenan tersebut menjadi penting mengingat Indonesia 

belum memiliki perundang-undangan anak yang berdasarkan syari’at Islam.Dalam 

kovenan tersebut diatur mengenai hak-hak anak secara umum yang memungkinkan 

diterapkan di Indonesia yang tentunya memiliki asas universalitas yang relevan 

dengan kondisi sosio-demografis di Indonesia. Hal itu dikarenakan dalam kovenan 

tersebut mengatur hak-hak anak tanpa deskrimisasi berdasarkan  jenis kelamin, 

kelahiran, ras, agama, bahasa, afiliasi politik atau pertimbangan lain.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bidang hak-hak anak yang terkait dengan Covenant on 

the Right of the Child in Islam tahun 2004dan urgensi ratifikasi kovenan tersebut di 

Indonesia. Sehingga penulis akan mengadakan penelitian dengan judul “ Urgensi 

Ratifikasi Covenant on the Right of the Child in Islam Tahun 2004 dalam Upaya 

Perlindungan Hak-hak Anak di Indonesia”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada beberapa masalah yang muncul, 

adapun masalah-masalah yang dapat penulis identifikasi adalah:  

1. Anak adalah individu lemah yang butuh perlindungan 

2. Instrumen hukum internasional yang mengatur tentang anak. 

3. Pengaturan anak dalam perundang-undangan nasional. 

4. Urgensi ratifikasi Covenant on the Right of the Child in Islam Tahun 2004 

1.3. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak melebar dan 

abstrak, maka penulis akan membatasi permasalahan yang telah dibahas pada latar 

belakan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Urgensi Ratifikasi Covenant on the Right of the Child in Islam Tahun 2004. 

Kovenan ini memiliki kelebihan jika diterapkan di Indonesia karena penduduk 

Indonesia mayoritas beragama Islam.Konsep syari’ah dalam kovenan ini tidak 

mendeskriminasi kelompok manapun dan sesuai dengan prinsip Islam yang 

rahmatan lil’alamin. 

2. Pelaksanaan pengaturan hak anak dalam perundang-undangan di Indonesia. 
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pelaksanaan perundang-undangan sangat penting untuk diketahui dalam 

rangka meneliti permasalahan yang ada dalam lingkup  das sollen dandas 

sein. 

1.4. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak anak berdasarkan perundang-

undangan di Indonesia?  

2. Apa urgensi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Covenant on the Right 

of the Child in Islam Tahun 2004dalam upaya perlindungan hak-hak anak 

ditinjau dari perspektif kepentingan nasional? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengkaji, menganalisis serta mengetahui urgensi pemerintah Indonesia untuk 

meratifikasi Covenant on the Right of the Child in Islam Tahun 2004 ditinjau 

dari perspektif kepentingan nasional. 

2. Mengkaji, menganalisis serta mengetahui pelaksanaan perlindungan hak-hak 

anak menurut perundang-undangan di Indonesia. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian hukum ini terdiri dari manfaat secara teoritis maupun secara 

praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan:  
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Hasil dan Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam 

instrumen hukum di bidang perlindungan anak berdasarkan undang-undang 

yang berlaku. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitan dan penulisan ini 

dapat memberikan masukan, kontribusi, memperkaya referensi dan literatur 

dalam dunia kepustakaan khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak 

diIndonesia. 

2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat memberikan:  

a. Bagi Pemerintah 

Memberikan masukan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian 

yang lebih  kepada anak melalui instrumen normatif (Peraturan Perundang-

undangan) yang dapat melindungi segala aspek kehidupan dan penghidupan 

anak. Dan saran dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak kea rah yang 

lebih baik 

b. Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lebaga terkait 

Sebagai bahan masukan untuk terus konsisten dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak, terutama dalam menegakkan hak-hak anak. 

a. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat membantu dan 

memberikan masukan serta tambahan pengetahuan kepada semua pihak, 

terutama masyarakat mengenai urgensi perlindungan terhadap hak-hak 

anak. 
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b. Bagi Penulis  

Untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah sekaligus 

untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh. 
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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Mengetahui lebih lanjut terkait dengan “urgensi ratifikasi Covenant on the 

Right of the Child in Islam Tahun 2004 dalam upaya perlindungan hak-hak anak 

di Indonesia”, sehingga dari penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai 

perbandingan untuk lebih mengeksplorasikan penemuan baru yang tidak ada 

dalam penelitian yang sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu ini penulis akan 

membandingkan dari sisi pembahasan penelitian yang berkaitan dengan 

perlindungan hak-hak anak sebagai berikut: 

2.2.2. Penulisan Hukum dengan Judul: “Urgensi Ratifikasi Konvensi 

Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 terhadap Penguatan Perlindungan 

Anak Tanpa Pendamping dan Terpisah Pengungsi dan Pencari Suaka di 

Indonesia” yang ditulis oleh Emy Fajarini dari Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada 

  Penelitian ini mengkaji tentang urgensi ratifikasi Konvensi Pengungsi 

1951 dan Protokol 1967 yang bertujuan untuk melindungi anak tanpa 

pendamping dan terpisah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini 

adalah  Penanganan anak-anak tanpa pendamping dan terpisah pengungsi dan  

pencari suaka di Indonesia masih terdapat kekurangan dan kendala karena 

ketiadaan hukum nasional sebagai landasan yuridis sehingga dalam 

parakteknya tidak sesuai dengan standar hukum internasional yang berlaku. 
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Untuk itulah diperlukan suatu instrumen hukum internasional, yaitu dengan 

cara meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 untuk dapat 

dilembagakan dalam sistem hukum nasional. Arti penting ratifikasi Konvensi 

Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 bagi perlindungan anak tanpa pendamping 

dan terpisah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yaitu untuk menutup 

kekurangan-kekurangan dalam sistem hukum nasional yang ada seperti 

struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, serta penting pula 

dilihat dari aspek hak asasi manusia, sehingga dapat menguatkan jaminan 

perlindungan bagi anak tanpa pendamping dan terpisah pengungsi dan pencari 

suaka.   

Persamaan:Konvensi Hak Anak menjadi salah satu rujukan dalam penelitian. 

Selain itu juga terdapat persamaan obyek, yaitu mengenai perlindungan anak. 

Perbedaan: Penelitian di atas berada dalam cakupan yang lebih konkrit dan 

spesifik mengenai perlindungan anak tanpa pendamping dan terpisah 

pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dengan output ratifikasi Konvensi 

Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan penulis adalah mengenai hak-hak anak secara umum denganoutput 

Ratifikasi Covenant on the Right of the Child in Islam Tahun 2004. 

2.2.3. Penulisan Hukum dengan Judul: “Perlindungan Hukum terhadap Hak-

Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukumdengan menggunakan 

Pendekatan Diversi dan Restorative Justice” yang ditulis oleh Gilang 

Kresnanda Annas dari Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga 
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  Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak  

anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif.Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan khusus 

bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi perlakuan secara 

manusiawi sesuai dengan martabat hak-hak anak, tersedianya petugas 

pendamping khusus anak ketika bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 

Pengembangan diversi dan restorative justice, yakni sebuah tindakan 

perlakuan untuk mengalihkan dari proses penyelesaian perkara formal ke 

informal sehingga tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung 

masuk dalam sistem peradilan pidana. Penerapan diversi dan restorative 

justice dalam peradilan pidana anak, jika perbuatan yang dilakukan 

merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 

(tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

Persamaan: Terdapat persamaan dalam konteks perlindungan anak, terutama 

anak sebagai pelaku kejahatan (ABH). 

Perbedaan: Penelitian di atas mengenai perlindungan hak anak bagi anak 

yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan adanya pendampingan, serta 

upaya diversi dan restorative justice. Sementara penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hukum bagi hak-hak anak 

secara umum yang mengacu pada Covenant on the Right of the Child in 

IslamTahun 2004, serta bagaimana pelaksanaan hak-hak anak di Indonesia, 

baik sebagai korban kejahatan maupun pelaku. 
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2.2.4. Penulisan Hukum dengan Judul: “Sinkronisasi Hak-Hak Anak dalam 

Hukum Positif Indonesia (Kajian tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai 

Pelaku Kejahatan)” yang ditulis oleh Tian Puspita Sari dari Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

  Hasil dari penelitian ini adalah sinkronisasi secara vertikal mengenai 

hak-hak anak pelaku kejahatan, dari berbagai peraturan perundang-undangan 

yang berpedoman pada Pasal 28 B ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945, 

belum sepenuhnya dijabarkan dalam peraturan dibawahnya. 

Persamaan: Terdapat persamaan dalam topik yaitu mengenai perlindungan 

anak. 

Perbedaan: penelitian di atas lebih mengkaji mengenai sinkronisasi 

perundang-undangan mengenai hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan. 

Sementara penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai perlindungan 

hak-hak anak secara umum.  

Berikut penjelasan dalam tabel 1.1: 

No. Nama Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan Pembaruan 

1. 

Emy Fajarini, 

Fakultas Hukum, 

Universitas Gadjah 

Mada, 2017 

“Urgensi Ratifikasi 

Konvensi 

Pengungsi 1951 dan 

Protokol 1967 

Terdapat 

persamaan 

pada objek 

secara umum, 

yaitu 

perlindungan 

hak-hak anak  

Secara konkrit 

memiliki 

banyak 

perbedaan 

dimana 

penelitian ini 

terfokus pada 

hak-hak anak 

Menganalisis 

secara 

komperhensif 

praktik 

perlindungan 

anak di  

berdasarkan 

perundang-
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terhadap Penguatan 

Perlindungan Anak 

Tanpa Pendamping 

dan Terpisah 

Pengungsi dan 

Pencari Suaka di 

Indonesia” 

yang memiliki 

status sebagai 

pengungsi saja, 

sementara 

penelitian yang 

diadakan oleh 

penulis, 

objeknya 

mengenai hak-

hak anak yang 

bersifat lebih 

umum dengan 

output urgensi 

untuk 

meratifikasi 

Covenant on 

the Right of the 

Child in Islam 

Tahun 2004.  

undangan 

nasional dan 

pentingnya 

ratifikasi 

Covenant on the 

Right of the 

Child in Islam 

Tahun 2004 di 

Indonesia 

beserta 

manfaatnya 

ditinjau dari 

kepentingan 

nasional. 

2. 

Gilang Kresnanda 

Annas,Fakultas 

Syariah dan 

Hukum, 

Universitas Islam 

Negeri Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta, 

2014 “Perlindungan 

Hukum terhadap 

Penelitian 

sama-sama 

bertujuan 

dalam rangka 

memberikan 

perlindungan 

terhadap hak-

hak anak 

Perbedaan 

terdapat pada 

analisa secara 

mendasar, 

yaitu dalam 

penelitian 

tersebut yang 

dianalisis 

adalah 

perlindungan 

analisa yang 

mendalam 

secara terperinci 

mengenai 

praktik 

penyelenggaraan 

perlindungan 

hak-hak anak 

menurut 

perundang-
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Hak-Hak Anak 

yang Berhadapan 

dengan 

Hukumdengan 

menggunakan 

Pendekatan Diversi 

dan Restorative 

Justice. 

hukum 

terhadap hak-

hak anak yang 

berhadapan 

dengan hukum. 

undangan 

nasional dan 

upaya 

menyediakan 

instrumen 

hukum dalam 

rangka 

perlindungan 

terhadap hak-

hak anak di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Tian Puspita Sari, 

Fakultas Hukum, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta, 2010, 

“Sinkronisasi Hak-

Hak Anak dalam 

Hukum 

PositifIndonesia 

(Kajian tentang 

Sinkronisasi Hak 

Anak Sebagai 

Pelaku 

Kejahatan)” 

Terdapat 

kesamaan 

dalam objek 

penelitian 

secara umum, 

yakni tentang 

hak-hak anak. 

Perbedaan 

yang dapat 

secara jelas 

terdapat pada 

fokus 

penelitian, di 

mana dalam 

penelitian 

tersebut 

terbatas pada 

hak-hak anak 

sebagai pelaku 

kejahatan. 

Fokus penelitian 

secara konkrit 

membahas 

instrumen 

internasional 

mengenai hak-

hak anak dalam 

Islam sesuai 

dengan 

Covenant on the 

Right of the 

Child in Islam 

Tahun 2004  dan 

urgensi ratifikasi 

instrumen 

tersebut ditinjau 

dari kebijakan 

strategis 
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nasional.  

 

2.2. Landasan Konseptual 

2.2.1. Convention on the Right of the Child 1989 

 Konvensi ini merupakan instrumen hukumdalam bidalng perlindungan 

anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang umum 

tanggal 20 November 1989.Konvensi ini diratifikasi oleh setiap bangsa, kecuali 

Amerika Serikat dan Somalia (Eddyono, 2007: 1). Hak-hak anak yang diatur di 

dalam konvensi ini adalah sebagai berikut: 

a. Hak-hak anak harus dihormati dan dijamin oleh negara tanpa deskriminasi 

apapun; 

b. Hak untuk hidup; 

c. Hak untuk diberikan nama dan mendapatkan kewarganegaraan; 

d. Hak untuk mempertahankan identitas; 

e. Hak untuk dirawat dan diasuh oleh orang tuanya; 

f. Hak mendapat perlindungan dari perdagangan anak; 

g. Hak mengutarakan pendapat sesuai dengan umur dan kematangan anak; 

h. Hak anak atas kebebasan berfikir, hati nurani dan beragama; 

i. Hak atas kebebasan berkumpul dan berhimpun; 

j. Hak untuk mendapatkan informasi; 

k. Hak untuk mendapatkan pengasuhan alternatif; 

l. Adopsi anak harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak; 

m. Hak anak pengungsi untuk mendapatkan hak dalam konvensi; 
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n. Hak anak penyandang cacat untuk menikmati kehidupan yang layak; 

o. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan; 

p. Hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yangmemadai bagi 

perkembanga fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak; 

q. Hak anak atas pendidikan dan kebudayaan; 

r. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang; 

s. Hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang 

membahayakan anak; 

t. Hak perlindungan dari narkotika, eksploitasi seksual dan penganiayaan; 

u. Hak bagi anak yang dirampas kebebasannya: 

1) Diperlakukan secara manusiawi; 

2) Mendapatkan akses bantuan hukum; 

v. Hak perlindungan dari konflik bersenjata. 

2.2.2. Covenant on the Right of the Child in Islam Tahun 2004 

Kovenan ini merupakan instrumen perjanjian internasional yang mengatur 

tentang hak-hak anak yang ditandatangani oleh negara-negara Muslim yang 

tergabung dalam OIC (Organization of Islamic Cooperation) atau yang sering 

disebut OKI (Organisasi Kerjasama Islam) di Yaman pada tahun 2004. Lahirnya 

konvensi ini merupakan bagian dari kontribusi negara-negara Muslim terhadap 

pengembangan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Konvensi Hak-Hak 

Anak (KHA) Tahun 1989.Konvensi ini terdiri dari 26 Pasal yang mengatur 

tentang anak dan hak-hak anak.Pasal-Pasalyang mengatur tentang perlindungan 

anak dalam konvensi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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a. Persamaan hak anak  tanpa deskriminasi dan SARA; 

b. Hak untuk hidup; 

c. Hak identitas seorang anak yang terdiri dari nama, kewarganegaraan, dan 

hubungan keturunan (nasab); 

d. Kewajiban negara dalam melindungi hak-hak anak terhadap keluarga yang 

terjadi disintegrasi dengan mengupayakan perdamaian di antara kedua orang 

tuanya dan apabila gagal, mempertimbangkan kebijakan sosial bagi anak; 

e. Kebebasan pribadi anak sesuai usianya dan kedewasaannya, berhak untuk 

mengungkapkannya secara leluasa dalam semua hal yang mempengaruhi dia 

baik secara lisan, tertulis, atau melalui cara yang halal lainnya. Dengan cara 

yang tidak bertentangan dengan syariah dan etika dan tetap diawasi oleh orang 

tua; 

f. Hak untuk berserikat selama tidak mempengaruhi tingkah laku, kesehatan 

atau warisan; 

g. Hak untuk mendapatkan asuhan menjadi tanggung jawab orang tua atau wali 

sahnya, sesuai dengan kasusnya, dan di mana institusi negara, sesuai dengan 

kemampuan mereka, akan membantu mereka. 

h. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis dengan 

penyediaan sarana yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan 

mental, psikologis dan fisiknya, untuk memungkinkan dia terbuka terhadap 

standar umum budaya manusia; 

i. Anak berhak atas waktu istirahat, bermain dan melakukan kegiatan sah yang 

sesuai dengan usianya selama waktu luangnya; 
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j. Anak berhak mendapat hak asuh dan pemeliharaan agar dia tidak binasa 

karena ketidakmampuannya untuk memelihara dan memelihara dirinya 

sendiri; 

k. Anak berhak menikmati keuntungan dari jaminan sosial, dan negara wajib 

mengurangi harga jasa dan membebaskan anak dari tarif dan pajak; 

l. Anak berhak mendapatkan standar hidup sesuai perkembangan mental, 

psikologis, fisik dan sosialnya;  

m. Anak berhak mendapatkan perawatan fisik dan psikologis; 

n. Anak harus mendapat perlindungan dari: 

1) Penggunaan narkoba secara ilegal, minuman keras dan zat berbahaya, atau 

partisipasi dalam produksi, promosi, atau perdagangan manusia; 

2) Semua bentuk penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi atau 

penghinaan dalam segala situasi dan kondisi, atau penyelundupan, 

penculikan, atau perdagangan; 

3) bentuk pelecehan, khususnya pelecehan seksual; 

4) Invasi budaya, ideologis, informasi dan komunikasi yang bertentangan 

dengan syariat Islam atau kepentingan nasional negara-negara peserta; 

5) Melindungi anak-anak dengan tidak melibatkan mereka dalam konflik 

bersenjata atau perang; 

o. Anak tidak boleh melakukan pekerjaan berisiko, atau pekerjaan yang 

menghalangi pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan fisik atau spiritualnya, 

dan negara harus  menetapkan usia kerja minimum, serta kondisi kerja dan 
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jam kerja. Sanksi harus dikenakan terhadap mereka yang melanggar peraturan 

tersebut; 

p.  Anak dapat dicabut kebebasannya, kecuali sesuai dengan hukum dan untuk 

jangka waktu yang wajar dan spesifik.Seorang anak yang dirampas 

kebebasannya diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan martabat, 

penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Kebutuhan 

orang-orang seusianya harus diperhatikan; 

q. Orangtua harus memberikan perlindungan dari praktik dari praktik-praktik 

yang merugikan, yaitu: 

1) Orangtua atau orang yang bertanggung jawab secara hukum wajib 

memberikan pendidikan yang baik untuk anak tersebut; 

2) Orang tua atau orang yang bertanggung jawab secara hukum harus 

melindungi anak tersebut dari praktik dan tradisi yang secara sosial atau 

budaya merugikan atau membahayakan kesehatan, dan dari praktik yang 

memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan, martabat atau 

pertumbuhannya, serta yang menyebabkan diskriminasi antara anak-anak 

berdasarkan jenis kelamin atau alasan lain sesuai dengan peraturan dan 

tanpa mengurangi syariah Islam; 

r. Anak-anak pengungsi, atau mereka yang berasimilasi dengan status ini, 

menikmati hak-hak yang diatur dalam kovenan sesuai peraturan nasional 

mereka;  
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2.2.2. Anak 

Dipandang dari sudut sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk 

menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia 

tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat 

mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, 

maka sampai saat ini belum ada kesepakatan batas usia seseorang dikategorikan 

sebagai anak (Sambas, 2013: 1). Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui 

rumusan dan definisi tentang anak secara jelas, akan dikaji pengertian tentang 

anak dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, maupun aspek yuridis. 

2.2.2.1. Pengertian Anak Secara Sosiologis 

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih kental dengan 

hukum adat, pandangan masyarakat terhadap anak bukan hanya semata-

mata berdasarkan batas usia melainkan pula kepada kenyataan-kenyataan 

sosial dalam pergaulan di masyarakat. Seseorang disebut dewasa apabila 

secara fisik memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat 

mendukung penampilannya. 

Pandangan masyarakat jawa misalnya, tingkat kedewasaan anak 

sama sekali tidak dikaitkan dengan batas usia tertentu. Seorang anak 

dianggap dewasa ketika sudah mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan 

lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Hal tersebut ditandai dengan 

kemampuannya untuk bekerja, mengurus hartanya sendiri dan cakap 

dalam melakukan apa yang diisyaratkan oleh masyarakat. 
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Dengan demikian pengertian anak ditinjau dari aspek sosisologis, 

terutama hukum adat di Indonesia tidak mengenal batas usia tertentu, 

melainkan dari segi kemampuannya untuk hidup mandiri di tengah 

lingkungan masyarakat di mana dia berada.  

2.2.2.2. Pengertian Anak Secara Psikologis 

  Ditinjau dari aspek psikologis, manusia memiliki beberapa fase 

perkembangan yang masing-masing fase tersebut memliki tanda dan ciri-

ciri tertentu. Untuk mengetahui kriteria seorang anak, selain diketahui dari 

batas usia, juga dapat diketahui dari perkembangan dan pertumbuhan 

jiwanya. Fase-fase perkembangan anak menurut Zakiah Daradjat (dalam 

Sambas, 2013: 3-4) terbagi menjadi: 

a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai berumur dua 

tahun.  

1) Pada masa tersebut seorang anak masih lemah dan belum mampu 

menolong dirinya, sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan 

ibu atau ibu pengganti. Pada tahap ini terjadi peristiwa penting yang 

mempunyai pengaruh kejiwaan bagi anak seperti, disapih, tumbuh 

gigi, mulai berjalan dan berbicara. 

2) Menurut Soesilowidradini (dalam Sambas, 2013:3), karena bayi 

masih membutuhkan bantuan dan tergantung kepada orang dewasa, 

maka ia masih mudah diatur. Hal tersebut menyebabkan orang 

dewasa dan anak yang lebih besar dari padanya akan senang 

kepadanya.  
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b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun 

Pada masa ini anak-anak sangat gesitbermain dan mencoba.Mulai 

berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai 

terbentuknya pemikiran tentang dirinya.Pada masa ini anak-anak sangat 

suka meniru dan emosinya sangat tajam.Oleh karena itu diperlukan 

suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta 

stabil. 

c. Masa kanak-kanak terkahir, yaitu antara usia 5-12 tahun 

Anak pada fase ini berangsur-angsur pindahdari tahap mencari kepada 

tahap memantapkan.Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan 

yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul 

tanpa aturan.Pada tahapan ini disebut juga masa anak sekolah dasar 

atau periode intelektual. 

d. Masa remaja 

Masa remaja merupakan masa dimana perubahan cepat sekali terjadi 

dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan 

perasaan, kecerdasan, sikap sosial.Masa ini disebut juga masa untuk 

persiapan menuju masa dewasa.Bagi seorang anak, pada masa tersebut 

merupakan masa goncangan karena banyak perubahan terjadi dan tidak 

stabilnya emosi yang seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan 

tindakan yang oleh orang dinilai sebagai perbuatan nakal. 
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e. Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun 

Pada masa dewasa muda pada umumnya masih dapat dikelompokkan 

kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmaniah 

dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil, 

namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses 

pamantapan. 

2.2.2.3. Pengertian Anak secaraYuridis 

Dalam pembahasan mengenai anak maka harus diketahui perumusan 

mengenai anak dan batasan umur bagi anak.Dalam hukum di Indonesia, 

terdapat pluralism mengenai kriteria anak, hal ini sebagai akibat tiap-tiap 

peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang 

anak (Rasdi, 2011: 61). Oleh karena itu, anak seringkali didefinisikan 

sebagai orang yang belum dewasa, seperti yang dinyatakan oleh Lilik 

Mulyadi (2014:2): 

“Pada umumnya dalam hukum positif di Indonesia, anak sering 

disebut sebagai orang yang belum dewasa, orang yang masih di bawah 

umur.Hukum positif di Indonesia tidak mengenal unifikasi hukum 

yang bersifat baku, imperatif dan berlaku secara universal 

keseragaman terminologis teknis yuridis pengertian anak serta tidak 

menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.” 

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:  

a. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi 

pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990  
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Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun 

kebawah. 

b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1), anak adalah orang yang 

dalam perkara anak nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun 

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum 

pernah kawin. 

c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  

Dalam Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia 

yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

adalah demi kepentingannya. 

d. Undang-Undang No. 13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Dalam Pasal 1 ayat (26) dijelaskan bahwa anak adalah setiap orang 

yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. 

e. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Menurut Pasal 6 ayat (1) apabila perkawinan ayah dan ibu dari seorang 

anak berakibat anak memiliki kewarganegaraan ganda, setelah berusia 

18(delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebutharus 

menyatakan memilih salah satukewarganegaraannya. 

f. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

Dalam undang-undang tersebut, sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) 

bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih 
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dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 

(delapan belas) tahun. 

g. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

Menurut Pasal 1 ayar (3) anak yang berkonflik dengan hukum atau 

melakukan tindak pidana, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan 

menurut Pasal 1 ayat (4), anak yang menjadi korban tindak pidana 

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yangmengalami penderitaan fisik, mental, dan/ataukerugian ekonomi 

yang disebabkan oleh tindakpidana. 

h. Undang-Undang No 23 Tahun 2002jo Undang-Undang No 35 tahun 

2014 tentang Perlindungan anak  

Menurut Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dapat diambil 

kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. 

2.2.3. Hak- Hak Anak 

Sebagaimana jamak diketahui bahwa anak merupakan individu yang tidak 

dapat melindungi dirinya sendiri dalam bidang kehidupan dan 

penghidupannya.Hak-hak anak perlu mendapatkan perhatian khusus, baik oleh 

lingkungan keluarga, masyarakat dan negara dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis 
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yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari 

kekrasan dan deskriminasi (Pramukti dan Primaharsya, 2015: 1) hal tersebut 

tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi 

bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan 

dicantumkannya hak anak di dalam konstitusi, maka kedudukan anak merupakan 

hal yang sangat penting yang harus dijabarkan dan diaktualisasikan ke dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tantang Hak-Hak Anak.Dalam 

mukadimah deklarasi tersebut, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban 

memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas 

tentang hak-hak anak, yaitu: 

a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang 

terkandung dalam deklarasi tersebut. Setiap anak tanpa pengecualian harus 

dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan social, 

kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun 

pada keluarganya.  

b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh 

kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya 

mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan 
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kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan 

dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik 

atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama. 

c. Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan. 

d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh 

kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun sesudah kelahirannya 

harus ada perawatan dan perlindungan bagi anak dan ibunya. Anak berhak 

mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan. 

e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan 

tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus. 

f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan 

kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin dia harus dibesarkan di bawah 

asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus 

diusahakan agar tetap dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani 

dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari 

ibunya. Masyarakat dan pemerintah berkewajiban memberikan perawatan 

khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak 

mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan 

pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar. 

g. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-

kuranya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang 

dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas 

dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampunnya, pendapat 
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pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga 

mereka dapat menjadi anggoa masyarakat yang berguna. Kepentingan anak 

haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung 

jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai 

kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk 

tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah harus berusaha meningkatkan 

pelaksanaan hak ini. 

h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima 

perlindungan dan pertolongan. 

i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghinaan. Ia 

tidak boleh dijadikan objek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum 

usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan 

kesehatan dan pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi 

perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya. 

j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk 

diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. 

mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan 

persahbatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan 

penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama 

manusia. 
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam 

Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 

mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:  

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. 

b. Hak atas pelayanan.  

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. 

d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.  

e. Hak mendapatkan pertolongan pertama. 

f. Hak untuk memperoleh asuhan.  

g. Hak untuk memperoleh bantuan. 

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.  

i. Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus. 

Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak dalam Undang-Undang ini 

diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi: 

a. Hak atas perlindungan   

b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf 

kehidupannya.  

c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.  

d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:  

1) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.  

2) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

3) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  
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e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.   

f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.  

g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.   

h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.  

i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.   

j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.  

 Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak anak-anak yang dirampas 

kebebasannya, yakni meliputi:  

a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukumanseumur hidup.  

b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan 

memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan 

harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.  

c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang  berlaku. 

d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. 

Hak-hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) juga diatur di 

dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, dimana anak dalam proses sistem peradilan pidana 

berhak: 

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya; 
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b. Dipisahkan dari orang dewasa; 

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;  

d. Melakukan kegiatan rekreasional; 

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak 

manusiawi, serta merendahkanderajat dan martabatnya;  

f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan 

dalam waktu yang palingsingkat;  

h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yangobjektif, tidak memihak, 

dan dalam sidang yangtertutup untuk umum;  

i. Tidak dipublikasikan identitasnya;  

j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh 

anak;  

k. Memperoleh advokasi sosial;  

l. Memperoleh kehidupan pribadi;  

m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;  

n. Memperoleh pendidikan; 

o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan 

p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: 

a. Mendapat pengurangan masa pidana; 

b. Memperoleh asimilasi; 
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c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 

d. Memperoleh pembebasan bersyarat; 

e. Memperoleh cuti menjelang bebas; 

f. Memperoleh cuti bersyarat; dan 

g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002jo Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak diatur 

dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:  

a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 

b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; 

c. Hak untuk beribadah menurut agamanya; 

d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; 

e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran; 

f. Hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan 

seksual atau kekerasan yang dilakukan pendidik; 

g. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar 

biasa, sedangkan bagi anak yang memilikikeunggulan juga hak mendapatkan 

pendidikan khusus; 

h. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya; 

i. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang; 

j. Bagi anak penyandang disabiltas berhak memperolehrehabilitasi, bantuan 

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; 
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k. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan: 

1) diskriminasi;  

2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

3) penelantaran; 

4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

5) ketidakadilan; dan 

6) perlakuan salah lainnya. 

l. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri 

m. Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak: 

1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadisecara tetap dengan kedua 

orang tuanya;  

2) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan,pendidikan dan perlindungan 

untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanyasesuai dengan 

kemampuan, bakat, danminatnya;  

3) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan  memperoleh 

hak anak lainnya. 

n. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :  

1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

2) pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

3) pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;  

5) dan pelibatan dalam peperangan; 
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6) kejahtan seksual. 

o. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 

p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :  

1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi danpenempatannya dipisahkan 

dari orang dewasa;  

2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secaraefektif dalam 

setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 

3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 

objektif dan tidak memihak dalamsidang tertutup untuk umum.  

q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasanseksual atau yang 

berhadapan dengan hukum berhakdirahasiakan.  

r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
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Perlindungan hak-hak anak dalam perundang-

undangan anak di Indonesia 

Solusi perlindungan anak ke arah yang lebih baik  

 

 

 

 

2.3. KERANGKA BERFIKIR 

Gambar 1.2 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat 

disismpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia bagi anak yang 

berkedudukan sebagai korban maupun pelaku kejahatan masih belum sesuai 

harapan. Dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban, pemerintah 

hanya efektif dalam represif sehingga jumlah anak yang menjadi korban dari 

tahun ke tahun masih belum mengalami penurunan. Sedangkan untuk 

pelaksanaan hak anak yang menjadi pelaku kejahatan, antar lembaga masih 

kurang koordinasi. Selain itu, penelitian masyarakat yang dilakukan oleh 

BAAPAS sering kali tidak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam 

memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.  

2. Urgensi ratifikasi Covenant on the Right of the Child in IslamTahun 2004 

adalah kovenan secara yuridis tidak bertentangan dengan undang-undang 

perlindungan anak anak yang berlaku di Indonesia. Aturan di dalamnya 

memuat standar umum tentang perlindungan hak anak yang meliputi hak 

untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, 

dan hak partisipasi. Selain itu, di dalam kovenan juga memuat beberapa aturan 

yang belum di atur di dalam perundang-undangan anak di Indonesia, yakni 

terkait dengan pencegahan paham radikal pada anak dan penanganan 
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pengungsi bagi anak yang sangat urgen untuk segera diratifikasi oleh 

Indonesia. 

5.2 Saran  

1. Pemerintah hendaknya memperhatikan perlindungan anak lebih serius 

mengingat anak juga menjadi bagian dari nasib bangsa di masa depan. 

Peningkatan mutu dan kualitas kerja stake holder dalam bidang perlindungan 

anak menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah. 

Oleh karena itu, antar lembaga yang diberikan tugas dan wewenang sebagai 

pelaksana perlindugan anak harus meningkatkan koordinasi agar hak anak, 

baik sebagai korban maupun pelaku benar-benar mendapatkan perlindungan 

dari pemerintah. Selain itu, masyarakat juga harus disadarkan arti penting 

perlindungan anak dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat. 

2. Dalam upaya pengaturan hak anak yang lebih baik, hendaknya pemerintah 

mempertimbangkan untuk meratifikasi Covenant on the Right of the Child in 

Islam Tahun 2004 sebagai pelengkap instrumen yuridis perlindungan anak di 

Indonesia, terutama dalam hal perlindungan anak dari paham radikal dan 

penaganan pengungsi anak.  
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